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PROVINSI ACEH 
 

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 

NOMOR 9 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR  

TAHUN 2023-2026 

 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 

Pada Tahun 2022, guna tersedianya pedoman dan acuan 

dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah, 
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan 

program perangkat daerah yang disertai rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat 

indikatif pada masa transisi 2023-2026, diperlukan 
dokumen perencanaan daerah; 

b.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada 
masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan 

Kabupaten Aceh Timur sebagai pedoman bagi Penjabat 

Bupati Aceh Timur Tahun 2023-2026 dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Pembangunan Kabupaten              

Aceh Timur Tahun 2023-2026; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1092); 
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2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103); 
3.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3893); 

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
6.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 
8.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor    
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor      

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor     
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor    
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

 
 

 

 



-4- 
 

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008    

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            

Nomor 1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

33. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 

Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran 

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor          

10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh 
(Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Aceh Nomor 70); 
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34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan 
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus 

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 

2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe 

Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor  

2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan 

Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh 

Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
102); 

35. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Aceh Nomor 46); 

36. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok 

Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68); 

37. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5); 

38. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur 

Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur 

Tahun 2021 Nomor 6); 

39. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur 

(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1); 
40. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran 
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023-2026. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1.  Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 



-7- 
 

2.  Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara 
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas 

Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 

3.  Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 
5.  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan kabupaten. 

6.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. 

7.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten        

Aceh Timur Tahun 2008-2028 yang selanjutnya disebut 

RPJP Kabupaten 2008-2028 adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 

sampai dengan tahun 2028. 
8.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Aceh Timur yang selanjutnya disingkat RPJM adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 
9.  Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang 

selanjutnya disebut RPK Aceh Timur adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur yang 
memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan 

program daerah selama priode 2023-2026. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan bagi 
seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023-2026. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 

pembangunan tahunan daerah. 
 

BAB II 

TAHAPAN PENYUSUNAN 
 

Pasal 2 

 
(1)  RPK Aceh Timur merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)          

2020-2024, Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026, 

RPJP Kabupaten 2008-2028 dan isu strategis aktual. 
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(2)  RPK Aceh Timur memuat arah kebijakan keuangan 

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum 
dan program perangkat daerah yang disertai rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat 

indikatif. 

 
Pasal 3 

 

(1) RPK Aceh Timur disusun berdasarkan sistematika sebagai 
berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Gambaran Umum  
Bab III : Gambaran Keuangan Daerah 

Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis  

Bab V : Tujuan dan Sasaran Pembangunan 
Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 

Program Perangkat Daerah 

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Bab IX : Penutup 

(2) RPK Aceh Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 
 

RPK Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

berfungsi sebagai: 
a.  pedoman Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan 

perubahan RKPK; 

b.  pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Renstra-PD 
Tahun 2023-2026; dan 

c.   pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di 

Kabupaten Aceh Timur dalam menyelenggarakan 
pembangunan di Kabupaten Aceh Timur Tahun            

2023-2026. 

 
Pasal 5 

 

(1)  Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas 
pembangunan kabupaten sebagaimana terlampir dalam 

Peraturan Bupati ini dan merupakan pagu indikatif. 

(2)   Bupati atau pejabat yang berwenang dapat melakukan 
penyesuaian kebutuhan pendanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) setiap tahun berdasarkan 

kemampuan keuangan dan penerimaan kabupaten, 

kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan 
kabupaten pada tahun yang bersangkutan. 
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BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN KABUPATEN 

 

Pasal 6 

 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

perencanaan pembangunan kabupaten. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 

a. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan 

kabupaten; dan 
b. pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten.  

 

Pasal 7 
 

Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan 

pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPK 

Aceh Timur yang dituangkan dalam Renstra-PD. 
 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 8 

 
(1)  RPK Aceh Timur dapat diubah sepanjang memenuhi 

persyaratan sebagaimana tercantum dalam Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2022 atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 
(2)  Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten yang 

telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Bupati 

ini ditetapkan masih berlaku sampai dengan tahun 2022 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati 

ini. 

 
BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan diundangkannya 
Qanun Kabupaten tentang RPJM Kabupaten sebagai 

pelaksanaan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati hasil 

Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024 atau hasil 

Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. 

 
Ditetapkan di Idi 

pada tanggal  15   Maret 2022 M 

 12 Sya’ban 1443 H 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 

 

ttd 
 

HASBALLAH BIN M. THAIB 

Diundangkan di Idi 
pada tanggal  15   Maret 2022 M 

    12 Sya’ban 1443 H 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 

MAHYUDDIN 

 
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9 
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